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WALI KOTA BANJAR 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR 
NOMOR 22 TAHUN 2023 

 

TENTANG 
 

 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2024 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

WALI KOTA BANJAR,  
 

 
Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, 

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

 
Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4246); 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
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Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada 

Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6177); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

547); 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, 
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, 
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 

Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 

tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran 

untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan 
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan 

Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan 
Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 910); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 
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22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);  
23. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 53); 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR 
dan 

WALI KOTA BANJAR 
 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.  

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan 

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar. 

4. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah 
Daerah Kota Banjar. 

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan 
kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah; 
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan 

daerah. 
7. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan 

sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah 

dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD. 
 

Pasal 2 
APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:  

a.  Pendapatan Daerah;  
b.  Belanja Daerah; dan  
c.  Pembiayaan Daerah.  
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Pasal 3 

APBD Kota Banjar Tahun Anggaran 2024 berjumlah 
Rp783.180.062.392,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga 

miliar seratus delapan puluh juta enam puluh dua ribu 
tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) terdiri atas 

pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah 
dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pendapatan Rp762.612.202.470,00 

b. Belanja Rp783.180.062.392,00 

 Defisit/Surplus Rp(20.567.859.922,00) 
c. Pembiayaan Daerah   

 1. Penerimaan  Rp20.567.859.922,00 
 2. Pengeluaran  Rp0,00 

    Pembiayaan Neto  Rp20.567.859.922,00 
 Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran Tahun Berkenaan 
Rp0,00 

 
Pasal 4 

Pendapatan daerah sebesar Rp762.612.202.470,00 (tujuh 
ratus enam puluh dua miliar enam ratus dua belas juta dua 

ratus dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), yang 
bersumber dari: 
a. Pendapatan asli daerah; 

b. Pendapatan transfer; dan 
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

 
Pasal 5 

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 huruf a  sebesar Rp156.619.175.033,00 (seratus 
lima puluh enam miliar enam ratus sembilan belas juta 

seratus tujuh puluh lima ribu tiga puluh tiga rupiah), 
yang terdiri atas: 

a. Pajak Daerah; 
b. Retribusi daerah; 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; 
dan 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.  

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a  sebesar Rp25.511.668.500,00 (dua puluh lima miliar 

lima ratus sebelas juta enam ratus enam puluh delapan 
ribu lima ratus rupiah); 

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b  sebesar Rp8.505.920.600,00 (delapan miliar lima 
ratus lima juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus 

rupiah); 
(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 
Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah); 

dan 
(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar 

Rp117.101.585.933,00 (seratus tujuh belas miliar seratus 
satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu sembilan 

ratus tiga puluh tiga rupiah). 
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Pasal 6 

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 huruf b sebesar Rp605.993.027.437,00 (enam ratus 

lima miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta dua 
puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah), 

yang terdiri atas: 
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan 

b. Pendapatan transfer antar daerah. 
(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a  sebesar 

Rp571.117.855.280,00 (lima ratus tujuh puluh satu miliar 
seratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh lima 

ribu dua ratus delapan puluh rupiah); dan 
(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b  sebesar Rp34.875.172.157,00 (tiga 
puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta 
seratus tujuh puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh 

rupiah). 
 

Pasal 7 
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 sebesar 

Rp783.180.062.392,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga miliar 
seratus delapan puluh juta enam puluh dua ribu tiga ratus 
sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja operasi 
b. Belanja modal; 

c. Belanja tidak terduga; dan  
d. Belanja transfer. 

 
Pasal 8 

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 huruf a sebesar Rp672.888.296.228,00 (enam 
ratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh 

delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua 
ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja pegawai; 
b. Belanja barang dan jasa; 
c. Belanja hibah; dan 

d. Belanja bantuan sosial. 
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a sebesar Rp374.650.190.498,00 (tiga ratus tujuh 
puluh empat miliar enam ratus lima puluh juta seratus 

sembilan puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan 
rupiah). 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b sebesar Rp262.839.384.730,00 (dua ratus 
enam puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh sembilan 

juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tiga 
puluh rupiah). 

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c sebesar Rp31.481.721.000,00 (tiga puluh satu miliar 
empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua 

puluh satu ribu rupiah). 
(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d sebesar Rp3.917.000.000,00 (tiga miliar 
sembilan ratus tujuh belas juta rupiah). 
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Pasal 9 

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 huruf b sebesar Rp43.282.957.607,00 (empat 

puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh dua juta 
sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh 

rupiah), yang terdiri atas: 
a. Belanja modal peralatan dan mesin; 

b. Belanja modal bangunan dan gedung; 
c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan. 
d. Belanja modal aset Lainnya. 

(2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 

Rp15.229.992.946,00 (lima belas miliar dua ratus dua 
puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua 

ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah); 
(3) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 

Rp8.872.148.901,00 (delapan miliar delapan ratus tujuh 
puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu 

sembilan ratus satu rupiah); 
(4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 
Rp18.952.715.760,00 (delapan belas miliar sembilan ratus 
lima puluh dua juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh 

ratus enam puluh rupiah). 
(5) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d sebesar Rp228.100.000,00 (dua ratus dua 
puluh delapan juta seratus ribu rupiah). 

 
Pasal 10 

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 huruf c sebesar Rp3.119.445.557,00 (tiga 
miliar seratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh 

lima ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri 
atas belanja tidak terduga. 

 
Pasal 11 

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 huruf d sebesar Rp63.889.363.000,00 (enam 
puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh sembilan 

juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri 
atas: 

a. Belanja bagi hasil; dan 
b. Belanja bantuan keuangan. 

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a sebesar Rp3.401.763.000,00 (tiga miliar empat 
ratus satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah). 

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b sebesar Rp60.487.600.000,00 (enam 

puluh miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta enam 
ratus ribu rupiah). 

 

Pasal 12 
Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar 

Rp20.567.859.922,00 (dua puluh miliar lima ratus enam 
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puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu 

sembilan ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas: 
a. Penerimaan pembiayaan; dan 

b. Pencairan dana cadangan. 
 

Pasal 13 
(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sebesar 
Rp20.567.859.922,00 (dua puluh miliar lima ratus enam 
puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu 

sembilan ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas: 
a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 

sebelumnya;  dan 
b. pencairan dana cadangan. 

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
sebesar Rp18.567.859.922,00 (delapan belas miliar lima 

ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh 
sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah). 

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar 

rupiah). 
 

Pasal 14 

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran 
belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) 

sebesar Rp20.567.859.922,00 (dua puluh miliar lima ratus 
enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan 

ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah). 
 

Pasal 15 

Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan 
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar 

Rp20.567.859.922,00 (dua puluh miliar lima ratus enam 
puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu 

sembilan ratus dua puluh dua rupiah). 
 

Pasal 16 

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, 
Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan pengeluaran 

yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran 
melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 

ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan APBD 
Kota Banjar Tahun Anggaran 2024, dengan cara terlebih 
dahulu melakukan perubahan Peraturan Wali Kota 

tentang Penjabaran APBD Kota Banjar, dan 
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya 

disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. 
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:  
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas 

pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan 

sebelumnya;  
b. tidak diharapkan terjadi berulang;  

c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah 
daerah; dan  
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d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran 

dalam  rangka pemulihan yang disebabkan oleh 
keadaan darurat.  

(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia 
anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

menggunakan belanja tidak terduga. 
(4) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) tidak mencukupi dapat dilakukan dengan 
cara: 
a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang 

capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya 
dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau 

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih 
lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi 

penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan 
dalam Peraturan Daerah tentang APBD. 

(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

termasuk belanja untuk keperluan mendesak. 
(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) meliputi: 
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat 

yang anggarannya belum tersedia dalam tahun 
anggaran berjalan; dan 

b. keperluan mendesak lainnya apabila ditunda akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi 
pemerintah daerah dan masyarakat. 

(7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan 
kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a 
diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD. 

(8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu 
dalam RKA-SKPD. 

(9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya 
Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan 

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan 
pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi 
anggaran. 

 
Pasal 17 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas: 
1.  Lampiran I    : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi 

Menurut Kelompok dan Jenis 
Pendapatan, Belanja, dan 

Pembiayaan; 
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi 

Menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Organisasi; 

3. Lampiran III 

 

: Rincian APBD menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 

Kelompok, Jenis  Pendapatan,  
Belanja, dan Pembiayaan; 
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4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan 

Beserta Hasil dan Sub Kegiatan 
Beserta Keluaran; 

5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk 
Keselarasan dan Keterpaduan 

Urusan Pemerintah Daerah dan 
Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan 
Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk 
Pemenuhan SPM; 

7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD 
dengan Rancangan APBD; 

8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan 

Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS 
dengan Rancangan APBD; 

9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas 
Nasional dengan Program Prioritas 

Daerah; 
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per 

Golongan dan Per Jabatan; 

11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah; 
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah 

dan Investasi Daerah Lainnya; 

13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan 
Pengurangan Aset Lain- Lain; 

14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun 
Anggaran Sebelumnya Yang Belum 

Diselesaikan dan Dianggarkan 
Kembali Dalam Tahun Anggaran 
Yang; 

15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan 

16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah. 

 

Pasal 18 
Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan 

APBD ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota. 
 

Pasal 19 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kota Banjar. 

 
Ditetapkan di Banjar  

pada tanggal 29 Desember 2023   
Pj. WALI KOTA BANJAR,  

 
  Ttd. 
 

IDA WAHIDA HIDAYATI   
 

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 29 Desember 2023 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,  
 
   Ttd. 

 
SONI HARISON 

 
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 22 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR, PROVINSI JAWA BARAT 
(22/277/2023)  


